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ABSTRAK 

 
Advisory Opinion merupakan pandangan hukum yang diberikan oleh Hakim 

Mahkamah Internasional bagi entitas maupun organ peminta yang membutuhkan 

pandangan hukum dalam lingkup aktifitas mereka. Sumber hukum internasional 

yang menjadi rujukan secara umum yaitu Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah 

Internasional maupun di luar pasal tersebut tidak menyebutkan advisory opinion di 

dalamnya. Substansi yang dimuat dalam advisory opinion mengidentifikasi, 

memodifikasi dan menafsirkan sumber-sumber hukum primer sehingga dapat 

menciptakan kaidah hukum yang baru. Kaidah hukum yang diberikan telah diterima 

dan diyakini oleh masyarakat internasional sebagai kaidah hukum yang relevan dan 

objektif. Hal ini menunjukkan bahwa advisory opinion memiliki peranan penting 

dalam pengembangan hukum internasional dan akan mengikat sebagai hukum 

setelah diterima dan dilaksanakan secara umum.  
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ABSTRACT 

 

Advisory Opinion is a legal viewpoint given by International Court of Justice judges 

for the entity whether the requesting organ requires a legal viewpoint in relation to 

their activities. Article 38 paragraph (1) as that are generally reffered as sources of 

international law whether in addition to this article does not include advisory 

opinion as a sources of international law. The substances loaded in the advisory 

opinion can identified, modified and interpret a primary sources to create a new 

rules. The pandect which is given must be must be approved and convinced generally 

by the international community as relevant and objective pandect. Advisory opinion 

has an important role in the development of international law as a binding law after 

it has been approved and applied in general.  
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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

        Perserikaran Bangsa-Bangsa merupakan salah satu organisasi internasional 

yang dibentuk pada tanggal tanggal 24 Oktober 1945 yang didasari dengan 

ratifikasi Piagam PBB oleh perwakilan dari 50 negara anggota PBB.
1
 Tujuan utama 

dari PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai 

dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional yang sudah diatur dalam 

Pasal 1 Piagam PBB.
2
 Untuk menjalankan tugas ini PBB dibantu oleh 6 organ 

utama dan organ tambahan. Organ utama terdiri dari Majelis Umum, Dewan 

Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah 

Internasional dan Sekretaris Jenderal. Salah satu organ utama yang penting untuk 

dibahas pada skripsi ini adalah Mahkamah Internasional (ICJ). Namun sebelumnya 

organisasi ini didahului oleh Mahkamah Permanen Internasional (PCIJ) yang 

bertugas untuk menyediakan pelayanan yang berisi kerangka kerja hukum dan 

dimuat dalam Statuta Mahkamah Permanen Internasional.  

Pelayanan ini harus cukup komprehensif dalam menyelesaikan sengketa 

bagi entitas maupun komunitas internasional.
3
 Mahkamah Permanen Internasional 

dianggap kurang efektif dalam menjalankan tugasnya sehingga digantikan dan 

diteruskan oleh Mahkamah Internasional. Tugas dari PCIJ yang dimuat dalam 

Statuta Mahkamah Permanen Internasional tidak berbeda dari yang sebelumnya. 

Tugas yang dimuat dalam Statuta ini yaitu menyelesaikan sengketa yang dialami 

oleh negara-negara dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan dan 

memberikan pendapat penasihat terhadap lingkup aktifitas entitas atau organisasi 

                                                        
1 History of the United Nations, 24 October 1945 || The United Nations officially comes into 

existence, http://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html (terakhir diakses 

22 September, 2018). 
2 Charter of the United Nation, Art.1, June 1945.  

3 Malcolm N.Shaw International Law 960 (5th edition, Cambridge University Press, New York, 2003). 
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internasional. Kedua tugas ini adalah kewenangan yang berbeda bagi Mahkamah 

Internasional dan berfungsi sebagai rujukan dalam kajian hukum internasional.  

Selama 72 tahun didirikannya ICJ sudah menyelesaikan 29 kasus yang 

dialami oleh negara dan memberikan 27 advisory opinion. Namun dalam 

perkembangannya pendapat penasihat masih sangat jarang dibahas dalam hukum 

internasional. Oleh karena itu melalui skripsi ini penulis memilih 4 advisory 

opinion yang dianggap penting dalam mengembangkan hukum internasional, 

organisasi internasional bahkan penyelesaian sengketa internasional.  

Pendapat penasihat yang diberikan oleh Mahkamah Internasional sebagai 

subjek utama yang akan ditinjau oleh penulis di dalam penulisan hukum ini. 

Advisory opinion merupakan fungsi konsultatif dari Mahkamah yang bertujuan untuk 

memberikan penjelasan kepada badan atau lembaga yang mengajukan pertanyaan 

kepada Mahkamah. Fungsi konsultatif digunakan untuk menyarankan kaidah hukum 

internasional bagi organisasi internasional yang dalam perkembangannya juga dapat 

diberikan terhadap negara. Pemberian pendapat penasihat sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 96 Piagam PBB menyatakan bahwa pertanyaan hukum yang dapat 

diajukan oleh organisasi internasional yang merupakaan lingkup aktifitas mereka 

juga termasuk pertanyaan hukum mengenai perselisihan.
4

 Pendapat penasihat 

diberikan dengan pertimbangan secara penuh oleh Hakim Mahkamah Internasional 

untuk memberikan penyelesaian sementara dan mengarahkan organ peminta 

terhadap masalah hukum yang diajukan.
5

 Penyelesaian dalam advisory opinion 

tersebut mayoritas dengan menegaskan sumber hukum primer yang relevan dan 

paling tepat untuk diberlakukan bagi masalah hukum internasional sehingga bersifat 

otoritatif dan diperintahkan untuk sangat dihormati.  

Oleh karena itu secara formal advisory opinion memang tidak memiliki 

kekuatan mengikat bagi organ peminta namun apabila dilihat secara materiil 

pendapat ini memiliki fungsi yang melebihi sekedar pendapat penasihat yang 

                                                        
4 Charter of The United Nation, Art. 96, June 1945. 

5 F. Blaine Sloan, Advisory Jurisdiction of The International Court of Justice, California Law Review, 

38 Calif L. Rev. 830,850 (1950)  
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menegaskan sumber hukum primer. Sehingga meskipun advisory opinion tidak 

ditegaskan sebagai sumber hukum internasional namun dapat dijadikan sebagai salah 

sumber hukum sekunder yang dapat dijadikan suatu doktrin yang berpengaruh 

penting dalam perkembangan hukum internasional. 

Penulis mengkaji 4 advisory opinion yang dianggap telah menegaskan 

sumber hukum primer dan kemungkinan advisory opinion yang dihasilkan oleh 

Pengadilan dapat menjadi sumber hukum dalam hukum internasional. Sumber-

sumber hukum internasional yang paling banyak dikenal hingga saat ini adalah 

aturan-aturan yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah 

Internasional, The Court whose function is to decide in accordance with 

international law such disputes as are submitted to it shall aplly: 

1. international conventions, whether general or particular, establishing 

rules expreselly recognized by the contesting states; 

2. international customs, as evidence of general practice accepted as law; 

3. the general principles of law recognized by civilized nations; 

4. subject to the provision of article 59, judicial decisions and the teaching 

of the most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary 

means for the determination of rule of law 

Apabila merujuk pada sumber-sumber diatas maka advisory opinion yang 

dihasilkan oleh Mahkamah Internasional tidak termasuk didalamnya. Oleh karenanya 

akan ditunjukkan bahwa pendapat yang diberikan oleh Mahkamah Internasional 

terutama dalam 4 kasus yang penting dapat dipertimbangkan sebagai sumber hukum 

dalam hukum internasional. Salah satu pertimbangan tersebut dilihat bahwa beberapa 

pendapat penasehat telah berurusan dengan masalah hukum internasional yang 

mendasar dan cukup signifikan. Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 65 Statuta 

Mahkamah Internasional:  

 “The Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of 

whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United 
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Nations to make such a request.”
6
 Pendapat penasihat ini telah berkontribusi secara 

luas dalam hukum internasional karena Mahkamah Internasional dapat memperluas, 

menafsirkan atau bahkan merumuskan sumber hukum internasional. 

Perluasan ini dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip dan aturan yang 

relevan sehingga dapat diterapkan sebagai jawaban terhadap suatu pertanyaan.
7
  

Seperti yang ditegaskan melalui aturan ini bahwa Mahkamah Internasional tidak 

memiliki alasan untuk menolak pertanyaan hukum apapun yang diajukan oleh organ 

utama atau organ khusus PBB terhadapnya. Organ tersebut akan mengajukan 

pertanyaan apabila diizinkan oleh Majelis Umum PBB
8
  Dalam pengimplementasian 

Pasal 65 Statuta Mahkamah Internasional, Pengadilan telah memberikan 123 

judgment dan 27 advisory opinion untuk menyelesaikan kasus. Organ-organ atau 

badan-badan yang yang meminta pendapat penasihat ini dalam prakteknya telah 

menghormatiya dengan seksama.
9
 Berbagai bentuk advisory opinion ini telah banyak 

mempengaruhi bukan hanya dalam bidang hukum internasional namun juga 

memberikan penjelasan hukum di bidang organisasi internasional dan sengketa 

penyelesaian internasional.  

Pendapat yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Internasional merupakan 

sumber hukum tambahan bagi sumber hukum primer yaitu Perjanjian Internasional, 

Hukum Kebiasaan Internasional serta Prinsip-Prinsip Hukum Umum. Pendapat 

Sarjana dapat dipakai sebagai alat untuk membuktikan kaidah hukum internasional 

yang diterapkan terhadap suatu permasalahan internasional. Hal ini mengakibatkan 

kumpulan dari pendapat hakim tersebut sangat penting walaupun tidak menimbulkan 

                                                        
6 Dalam pasal 65 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional dikatakan bahwa: 

 “Mahkamah Internasional dapat memberikan pendapat penasihat terhadap pertanyaan hukum  dari 

badan hukum manapun asal mendapatkan izin sesuai Piagam PBB.” 

7 Malcolm N.Shaw, International Law, 1109 (6th edition, Cambridge University Press, New York, 

2008). 

8 Charter of the United Nation, Art. 96(2), June 1945. 

9 Peter Malanczuk, Modern International to International Law, 298 (7th  rev.ed, Rotledge, London, 

1997). 
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hukum karena mempunyai fungsi yang secara langsung menyelesaikan persoalan 

Hukum Internasional.
10

  

1.2 Rumusan Masalah  

1) Bagaimana peran dari Advisory Opinion sebagai sumber hukum internasional 

yang penting dalam perkembangan hukum internasional? 

2) Apakah advisory opinion dapat dikatakan memiliki daya ikat sebagai suatu 

hukum sekunder? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan penulis mengenai latar belakang serta 

identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui dan memahami peran dari advisory opinion sebagai sumber 

hukum internasional yang tidak boleh diabaikan karena berkontribusi dalam 

perkembangan hukum internasional.  

2) Mengetahui dan memahami keterikatan pada substansi yang ditegaskan 

dalam advisory opinion sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu sumber 

hukum sekunder. 

1.4. Metode Penelitian  

           Dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah 

metode penelitian yuridis normatif. Norma-norma hukum yang ada dan tersedia 

adalah objek utama dari kajian atau penelitian yang digunakan. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian adalah metode analitis deskriptif, yaitu dengan 

memaparkan data-data yang ada dan materi-materi yang relevan, dan 

menganalisisnya dengan mengacu pada dasar-dasar pengetahuan yuridis. Penelitian 

yuridis normatif dapat dipahami sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
11

  

                                                        
10 Sri Setianingsih Suwardi, Inti Sari Hukum Internasional Publik, 24 (Alumni, Bandung, 1950). 

11 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 23  (PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001). 
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Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu 

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
12

 Pada penelitian 

hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digunakan sebagai data 

sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun 

peneliti-peneliti terlebih dahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. 

Dalam melakukan penelitian secara normatif ini akan dipergunakan juga berbagai 

sumber hukum yang meliputi sumber hukum formal dan sumber hukum material. 

Sumber hukum formal yaitu sumber dimana kita dapat menemukan kaidah 

hukum yang berlaku seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip 

hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab sebagai sumber hukum 

primer, dan keputusan pengadilan dan doktrin atau ajaran para sarjana terkemuka dan 

kredibel sebagai sumber tambahan atau subsidier.
13

 Lalu dalam penulisan ini juga 

menggunakan sumber hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

terhadap keberadaan sumber hukum primer dan sekunder. 

Sumber-sumber hukum formal tersebut digunakan oleh penulis untuk 

menjelaskan teori mengenai pembagian sumber hukum internasional. Teori ini 

digunakan untuk menafsirkan keberadaan dari advisory opinion sebagai salah satu 

sumber hukum internasional.  

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder ini akan melengkapi bahan hukum primer 

seperti buku-buku literatur, jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian maupun hasil 

karya dari kalangan hukum. Semua bahan hukum sekunder yang diperlukan 

berkaitan dengan keberadaan dari advisory opinion sebagai sumber hukum 

internasional yang tidak boleh diabaikan.  

Penulisan ini dilakukan selain dengan meneliti dari literatur juga agar melakukan 

penemuan hukum.  

                                                        
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum 35, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010). 

13 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional 114-115 (PT. 

Alumni, Bandung, 2003). 
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Bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data sekunder untuk 

penelitian ini adalah: 

a. Sumber Hukum Primer: 

1. Statuta Mahkamah Internasional  (International Court of Justice Statute). 

2. Piagam PBB 1945 (United Nation Charter). 

3. Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (U.N Covenant).  

4. Perjanjian Perdamaian dengan Hungaria, Bulgaria dan Romania (Peace Treaties 

between Hungary, Bulgary, Romania). 

5. Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia 1948 (WHO Constitution). 

b. Sumber Hukum Sekunder: 

1. Buku-buku literatur 

2. Jurnal Hukum Internasional 

3. Ajaran dari ahli hukum internasional yang terkemuka / hasil karya dari kalangan 

hukum. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Melalui rumusan masalah yang diajukan oleh penulis maka dalam penelitian 

ini akan disusun sebagai berikut. Pada Bab 1 untuk menjawab rumusan masalah dari 

penelitian ini, akan menjelaskan latar belakang pemilihan 4 advisory opinion yang 

memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum internasional. Kontribusi 

pada 4 kasus ini melebihi dari sekedar pendapat yang menyarankan subjek hukum 

internasional yang mengajukan permohonan advisory opinion tersebut. Hal ini 

disebabkan karena pada dasarnya dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah 

Internasional yang menjadi rujukan secara umum dalam membahas sumber hukum 

internasional, tidak memuat advisory opinion di dalamnya. Selanjutnya daya 

mengikat dari advisory opinion sebagai sumber hukum sekunder yang dapat 

menciptakan kaidah hukum yang paling relevan bagi subjek hukum internasional.  

Pada bab dua penulis akan memaparkan terlebih dahulu kewenangan 

Mahkamah Internasional dalam memberikan keputusan (judgement) dan pendapat 

penasihat (advisory opinion). Kewenangan ini pada awalnya dimiliki oleh 

Mahkamah Permanen Internasional namun setelah dibubarkan kewenangan ini 
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dimandatkan terhadap Mahkamah Internasional. Pendirian Mahkamah Permanen 

Internasional berdasarkan Kovenan Liga Bangsa-Bangsa namun tidak bersifat 

mengikat. Mahkamah Permanen Internasional(PCIJ) secara keseluruhan digantikan 

oleh Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Sehingga Mahkamah Internasional(ICJ) menjadi bagian integral dari PBB 

dan memiliki statuta sendiri dan PCIJ diteruskan oleh ICJ. 

Sehingga Mahkamah Internasional(ICJ) menjadi bagian integral dari PBB dan 

memiliki statuta sendiri dan PCIJ diteruskan oleh ICJ. Mandat yang dimuat dalam 

statuta Mahkamah Internasional tersebut menjadi tumpuan bagi negara dan 

organisasi internasional dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional 

melalui tujuan dan prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB. Selanjutnya akan 

dibahas secara lebih rinci mengenai kewenangan Mahkamah Internasional khususnya 

dalam memberikan advisory opinion. Penulis akan menjelaskan kedudukan advisory 

opinion untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam lingkup aktifitas 

organisasi internasional sehingga menunjukkan peranan penting dari pendapat 

tersebut. Selanjutnya penulis akan menceritakan kekuatan hukum dari advisory 

opinion yang dimuat dalam Statuta Mahkamah Internasional.  

Oleh karena itu menunjukkan advisory opinion merupakan suatu produk yang 

penting dalam hukum internasional karena diberikan oleh Hakim yang 

berkompetensi. Selanjutnya penulis akan menjelaskan alasan pentingnya advisory 

opinion melalui keempat kasus yang dipilih oleh penulis sehingga dapat 

mempengaruhi perkembangan dalam hukum internasional secara luas.  

Pada bab tiga penulis akan merujuk pada sumber hukum internasional yaitu 

Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang membagi sumber hukum 

menjadi dua jenis yaitu sumber hukum Formal yang dilihat dari bentuknya yaitu 

sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Namun dalam kedua sumber 

hukum tersebut tidak menyebutkan advisory opinion sebagai sumber hukum. Oleh 

karena itu penulis akan menganalisa lebih jauh kedudukan advisory opinion yang 

dimuat dalam keempat kasus sebelumnya. Penulis akan membuktikan advisory 

opinion juga dapat dilihat sebagai sumber hukum internasional yang penting dan 

tidak boleh diabaikan. Hal ini disebabkan karena dalam keempat kasus tersebut 



9 
 

secara materiil menegaskan atau merumuskan sumber hukum primer yang terdiri dari 

Prinsip hukum umum, kebiasaan internasional dan Doktrin. 

Penulis juga akan membuktikan bahwa advisory opinion dari keempat kasus 

tersebut telah memenuhi syarat sebagai doktrin yaitu pendapat yang diberikan oleh 

Ahli hukum internasional yang berkualifikasi tinggi (highly qualified publicist). 

Salah satu contohnya adalah Hakim Mahkamah Internasional yang sudah terseleksi 

karena memiliki kinerja yang cukup tinggi serta berwawasan luas dalam profesinya. 

Oleh karena itu pendapat yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Internasional 

adalah pendapat yang dapat diyakini oleh masyarakat luas. Melalui pembuktian ini 

penulis dapat menyimpulkan advisory opinion juga memiliki peranan yang sama 

pentingnya dengan doktrin sebagai salah satu sumber hukum tambahan.  

Pada bab empat, penulis akan menjelaskan kembali persyaratan apa yang 

diperlukan untuk dapat memenuhi kualifikasi sebagai hakim mahkamah internasional 

sehingga dapat menjalankan kewenangan untuk memberikan keputusan dan nasihat 

hukum. Selanjutnya dijelaskan mengenai perbedaan antara keputusan bagi negara 

yang menmberikan persetujuan untuk itu dan pendapat penasihat bagi entitas 

maupun organisasi internasional. Penting juga untuk mengetahui bahwa pada 

kewenangan dalam memberikan nasihat hukum bukan hanya dapat dilakukan oleh 

organisasi internasional saja. Penjelasan lebih lanjut mengenai sikap negara ataupun 

organisasi internasional perihal menerima advisory opinion sebagai sumber hukum 

sekunder. 

Kemudian dalam bab ini dijelaskan kontribusi advisory opinion sebagai 

sumber hukum yang berbentuk doktrin dengan menjelaskan latar belakang siapa 

yang menciptakan, bagaimana substansi yang dimuat dalam doktrin dan bagaimana 

daya mengikat doktrin bagi masyarakat internasional sehingga dapat diterima 

sebagai sumber hukum. Penjelasan pada subbab berikutnya akan menjelaskan 

fleksibilitas dari keberadaan advisory opinion sebagai doktrin. Kontribusi doktrin 

dilihat penting melalui substansi yang ditegaskan yaitu berupa kebiasaan 

internasional, prinsip hukum umum dan doktrin itu sendiri. 

Akhirnya, di bab lima dipaparkan ulang jawaban dari rumusan masalah yang 

diajukan penulis pada bab 1 secara komprehensif dan ringkas. Penulis dalam bab ini 
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menyimpulkan kembali penelitian yang sudah dilakukan di bab-bab sebelumnya 

untuk mempertegas jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Setelah itu, dalam 

bab ini penulis memberikan beberapa saran untuk apa yang sudah diteliti oleh 

penulis dan ditemukan terkait penelitian ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




